PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG
NOMOR : 25 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN CALON PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG MASA JABATAN TAHUN 2014 - 2019

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), dan
untuk melaksanakan ketentuan pasal 39 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Kabupaten/Kota,
perlu menetapkan Calon Pimpinan DPRD Kabupaten
Batang Tahun 2014-2019;

b. bahwa nama-nama Calon Pimpinan DPRD sebagaimana
dimaksud dalam huruf a telah disampaikan oleh masing-
masing Partai Politik yang mendapatkan urutan perolehan
kursi terbanyak di DPRD dan telah diumumkan dalam
Rapat Paripurna tanggal 10 September 2014, maka perlu
ditetapkan dengan Keputusan DPRD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
DPRD Kabupaten Batang tentang Penetapan Calon
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Batang Masa Jabatan Tahun 2014-2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
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3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5043), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5568);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5316);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan
Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712)

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5104);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PERTAMA

KEDUA

KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN CALON
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG MASA JABATAN TAHUN 2014 -

20109.

Calon Pimpinan DPRD Kab. Batang Masa Jabatan Tahun
2014-2019, sebagai berikut : '

1. Ketua : H.I. TEGUH RAHARJO, S.IP
2. Wakil Ketua : H. FAUZI

3. Wakil Ketua : NUR CAHYANINGSIH

4. Wakil Ketua : NUR UNTUNG SLAMET, SE

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal |0 September 2014

KETUA SEMENTARA
DPRD KABUPATEN BATANG,

Ahe”

-_-_—_———
PYRWANTO
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Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5189);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5043), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 182 Tambahan Lembaran ‘Negara
Republik Indonesia Nomor 5568);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4389);

. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat , ‘Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5316);

_ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan
Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
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Menetapkan: KEPUTUSAN DEWAN
KABUPATEN BATANG
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
KABUPATEN BATANG MASA JABATAN
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Tambahan Lembaran
4416), sebagaimana tel
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tentang Perubahan Ketiga At
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donesia Tahun 2004 Nomor 90,
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ah beberapa kali diubah, terakhir
emerintah Nomor 21 Tahun 2007
as Peraturan Pemerintah
Kedudukan Protokoler dan
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47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4712)

9, Peraturan Pemerintah
Pedoman Penyusunan
Daerah tentang Tata Tertib
Daerah (Lembaran Negara Repu
Nomor 22, Tambahan Lembaran

Nomor 5104);

Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Dewan Perwakilan Rakyat
blik Indonesia Tahun 2010

Negara Republik Indonesia

MEMUTUSKAN :

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TENTANG PENETAPAN CALON
RAKYAT DAERAH
TAHUN 2014 -

2019.
PERTAMA : Calon Pimpinan DPRD Kab. Batang Masa Jabatan Tahun
2014-2019, sebagai berikut :
1. Ketua . H. 1. TEGUH RAHARJO, S.IP
2. Wakil Ketua : H. FAUZI
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4. Wakil Ketua . NUR UNTUNG SLAMET, SE
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
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